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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng
dari sudut pandang good governance (2) menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan di Desa Kateng, (3) mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses perncanaan pembangunan di Desa Kateng. Metode penelitian ini adalah
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian
deskriptif kualitatif ini yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun
fenomena yang terjadi di lapangan dan dengan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pada pengumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan purposive
sampling karena tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendalam terkait partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di Desa Kateng. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga
komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam perspektif
good governance (kajian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa
kateng kabupaten Lombok tengah) sudah diterapkapkan dengan dimensi pencapaian tujuan,
integrasi, dan adaptasi. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan
keinginan masyarakat, antara lain sarana dan prasarana untuk masyarakat yang memiliki
keterbatasan fisik dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai partisipasi masyarakat yang terdapat
di desa Kateng. (2) Faktor penghambat perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam
perspektif good governance adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat langsung, kurangnya
jumlah masyarakat atau wakil masyarakat pada saat acara Musrenbangdes. Sedangkan faktor
pendukungnya adalah adanya beberapa pertemuan tiap tahun atau Musrenbangdes yang diwakili
oleh segelitir orang atau wakil rakyat yang bertujuan untuk perencanaan pembangunan desa yang
lebih baik dan berkualitas.

Kata kunci: Perencanaan pembangunan desa, Good governance dan desa Kateng.

Pendahuluan melengkapi  antar  berbagai  elemen
Governance menurut World Bank pembangunan.
adalah sebuah cara dalam mengelola Kebijakan otonomi daerah dengan
sumberdaya sosial dan ekonomi untuk semangat good governance ini juga
pembangunan masyarakat. Dari penjelasan berimplikasi pada tata pemerintahan di desa,
singkat tersebut dapat dikatakan bahwa khususnya dalam pembangunan secara
otonomi daerah yang mengadopsi semangat partisipatif. Bentuk pemerintahan partisipatif
good governance bisa dikatakan membawa ini secara praktis dapat dilihat dalam
nuansa baru dalam tata pemerintahan yang pelaksanaan ~ Musyawarah  Perencanaan
selama ini sentralistik atau dikelola secara Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).
bad governance. Dengan good governance Musrenbangdes merupakan wujud  dari
tata  pemerintahan  dan  pendekatan pelaksanaan amanat UU No. 25 Tahun 2004
pembangunan mulai dilakukan dalam bentuk yang menggabungkan pendekatan top-down
kerjasama dan kolaborasi yang saling dan  bottom-up  dalam  perencanaan
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pembangunan. Dalam hal ini Musrenbangdes
adalah satu rangkaian berjenjang dari proses
perencanaan pembangunan yang bertujuan
untuk menjaring aspirasi masyarakat dengan
berpartisipasi agar dihasilkan dokumen
perencanaan pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Prosesnya
mulai dari musrenbang di tingkat desa,
kecamatan, dan kabupaten.

Hanya saja pengalaman selama ini
menunjukkan dalam penyelenggaraan
perencanaan pembangunan desa secara
partisipatif ini masih mengalami masalah.
Salah satu masalah dikemukakan oleh
Solekhan, bahwa program-program
pembangunan desa seringkali diputuskan
berdasarkan pertimbangan dan pendekatan
dari atas (top-down) serta kurang melibatkan
masyarakat sebagai subyek pembangunan.
Akibatnya banyak program pembangunan
yang mengalami kendala karena masyarakat
merasa program tersebut kurang sesuai
dengan  kebutuhan  mereka.  Bahkan
seringkali program-program ini mengalami
penolakan dari masyarakat.

Permasalahan terkait Musrenbang juga
ternyata terjadi di kecamatan sebagaimana
dipaparkan oleh Sigalingging dan Warijio,
bahwa ada beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan Musrenbang kecamatan:
pertama, kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap arti penting pelakasanan proses
perencanaan pembangunan yang belum
diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar
peserta terutama mengenai bagaimana proses
Musrenbang, kegiatan seperti apa yang harus
diusulkan, untuk kepentingan apa dan
sebagainya.

Kedua, mekanisme perencanaan
pembangunan yang seharusnya diawali
mulai dari Musrenbang desa/kelurahan
belum  sepenuhnya dilaksankan  oleh
masingmasing desa atau kelurahan sehingga
belum  melibatkan  masyarakat  untuk
pengusulan kegiatan bahkan pada
pelaksanaan Musrenbang kecamatan ada
kecenderungan bahwa usulan yang diajukan
merupakan rumusan elit desa/ kelurahan,
sehingga partisipasi masyarakat yang
sesungguhnya masih jauh dari harapan yang
ditandai dengan tidak ada cara penentuan
prioritas kegiatan yang dilakukan secara
bersama-sama dalam forum Musrenbang.
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Ketiga, proses perencanaan
pembangunan  belum diawali  dengan
kegiatan pendahuluan atau penyelidikan
untuk mendapatkan data yang valid
mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan

masyarakat. Keempat, adanya
kecenderungan tingkat kehadiran pemangku
kepentingan dalam perencanaan

pembangunan seperti tokoh pemuda relatif
rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif
rendah serta tim delegasi desa belum
mempunyai kemampuan untuk negosiasi
pada Musrenbang kecamatan.

Masalah-masalah di atas juga terjadi di
mana lokasi penelitian ini dilaksanakan.
Salah satu program, misalnya, yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kateng
adalah pembangunan mesin bor air. Dari
pengamatan peneliti, program ini
menghadapi pro-kontra dari masyarakat
karena alasan seperti tidak adilnya letak
pembangunan mesin bor air tersebut karena
mesin bor air yang dibangun di tempat yang
jauh dari lokasi bercocok tanam sehingga
dikhawatirkan banyak masyarakat tidak
mendapatkan manfaat dari pembangunan
mesin bor air tersebut.

Di sisi lain, masyarakat merasa lebih
membutuhkan pembangunan Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes) dan pembangunan jalanan
permukiman. Keinginan masyarakat ini
didasarkan  pada minimnya fasilitas
kesehatan, bahkan bisa dikatakan tidak ada
Poskesdes di Desa Kateng. Namun,
sekalipun fasilitas kesehatan ini tidak ada
anggarannya tetap muncul dalam
perencanaan anggaran dana desa. Begitu pun
dengan jalan permukiman selama ini sangat
minim. Masih banyak jalan dalam kondisi
yang memprihatinkan. Jalan-jalan ini masih
merupakan jalan tanah yang seringkali becek
dan berlubang sehingga sulit dilalui ketika
hujan. Padahal jalan ini sangat penting bagi
perekonomian masyarakat di Desa Kateng.
Dengan jalan ini masyarakat mengakses
tanah garapan mereka dan mengangkut hasil
panen. Namun, aspirasi pembangunan dari
masyarakat ini relatif tidak pernah
tersampaikan karena kepala desa sendiri
seperti menutup mata dan telinga dari
aspirasi masyarakat.

Bahkan bisa dikatakan kepala desanya
jarang terlihat dalam setiap kegiatan
komunal masyarakat. Ini artinya program
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yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak
berpijak pada kebutuhan masyarakat. Selain
permasalahan di atas, forum Musyawarah
Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) juga dirasa tidak efektif
karena kurang sekali dalam melibatkan
masyarakat. Selama ini yang mengikuti
Musrenbangdes hanya elit-elit desa sehingga
aspirasi masyarakat dari bawah cenderung
tidak tersampaikan. Akibatnya masyarakat
hanya menyatakan harapan mereka terkait
pembangunan di acara-acara lain yang tidak
ada kaitannya dengan pembangunan desa
seperti acara begawe, zikiran, dan
semacamnya. Masalah terakhir ini sesuai
dengan pernyataan dari Solekhan bahwa
Musrenbangdes dalam prakteknya belum

bisa termanfaatkan secara  maksimal.
Solekhan mengatakan ini terjadi karena
berbagai  faktor seperti pola budaya

paternalistik yang kuat sehingga menurut
saja pada apa yang dikatakan oleh pimpinan.
Akibatnya Musrenbangdes hanya didominasi
oleh elite desa dan terbatas pada aktor
pemerintahan desa dan lembaga formal desa,
sementara Keterlibatan organisasi sosial,
organisasi kemasyarakat, organisasi profesi,
organisasi keagamaan, organisasi petani, dan
kelompok pemuda sangat minim.

Dengan demikian, perencanaan
pembangunan partisipatif yang diwujudkan
dalam pelaksanaan musrenbang mulai dari
tingkat desa/kelurahan masih menghadapi

berbagai kendala di lapangan. Kendala-
kendala ini bersumber dari pemerintah
sendiri maupun dari masyarakat dan

umumnya masih terjadi di berbagai daerah di
indonesia tidak terkecuali di lokasi penelitian
ini dilakukan vyakni di Desa Kateng,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam kasus di Desa Kateng beberapa
masalah dalam perencanaan pembangunan
partisipatif dapat dirangkum sebagai berikut:
1) Pengambilan keputusan dalam
Musrenbang tidak terlalu melibatkan
masyarakat sehingga keputusan yang
diambil terkesan elitis dan jauh dari
masyarakat yang memiliki kepentingan.
Dengan demikian, praktik perencanaan
pembangunan di Desa Kateng bisa
dikatakan masih tidak mencerminkan
perencanaan pembangunan partisipatif
sebagaimana amanat peraturan
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perundang-undangan terkait desa yang
telah dipaparkan sebelumnya;

2) Akibat dari keputusan yang elitis, dalam
arti diambil hanya oleh segelintir elit
desa, maka hasil keputusan cenderung
tidak menjadi jalan keluar dari masalah
yang dihadapi masyarakat karena tidak
berpijak pada kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Padahal dalam konteks
pembangunan, pemerintah semestinya
menjadi aktor yang mampu memecahkan
masalah yang dihadapi oleh masyarakat;

3) Adanya ketidakterbukaan dalam agenda
perencanaan pembangunan di Desa
Kateng. Hal ini terlihat dari kurangnya
sosialisasi yang kurang Kketika agenda
perencanaan pembangunan akan
dilakukan. Akibatnya masyarakat
cenderung tidak mengetahui pelaksanaan
dari perencanaan pembangunan, lebih-
lebih prosedur dari proses perencanaan
pembangunan  tersebut, dan pada
gilirannya masyarakat akhirnya tidak
hadir untuk mengambil keputusan dalam

proses perencanaan pembangunan di
Desa Kateng;
4) Selain  permasalahan  dari  pihak

pemerintah desa, masalah juga datang
dari masyarakat yang umumnya kurang
berpendidikan. Masalah pendidikan ini
tidak hanya membuat mereka terbatas
dalam berargumen, tapi juga membuat
masyarakat cenderung menerima
keputusan yang diambil oleh pemerintah
desa.

Masalah-masalah di atas pada akhirnya
akan  menimbulkan  masalah  dalam
pembangunan masyarakat di Desa Kateng.
Hal ini dirasakan pada argumentasi yang
telah disinggung sebelumnya, bahwa ketika
perencanaan pembangunan tidak melibatkan
masyarakat maka program yang dihasilkan
dari proses tersebut sering kali akan sia-sia
bahkan mengalami penolakan. Jika terjadi
penolakan maka akibat lanjutannya bisa
berdampak pada masalah hubungan antara
masyarakat dan pemerintah. Jika mengalami
penolakan  akan  menjauh  hubungan
keduanya, alih-alih merekatkan. Selain itu,
anggaran dari program yang tidak tepat
sasaran dalam menyelesaikan masalah riil
yang dihadapi oleh masyarakat pada
akhirnya akan siasia. Inilah yang menjadi
alasan dari pengambilan topik penelitian ini.
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Karenannya penelitian ini akan mencoba
membahas topik yang berkaitan dengan
masalahmasalah di atas dan akan berusaha
memberi saran di akhir agar pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak

kontraproduktif ~ dengan  tujuan-tujuan
pembangunan.
Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah
dipaparkan di atas, maka disusun tiga
pertanyaan dalam membahas masalah
penelitian ini:
1. Bagaimana proses perencanaan

pembangunan di Desa Kateng ditinjau

dari good governance?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan di
Desa Kateng?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses perencanaan pembangunan di
Desa Kateng?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses perencanaan
pembangunan di Desa Kateng dari sudut
pandang good governance.

2. Menjelaskan  partisipasi  masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan
di Desa Kateng.

3. Mengetahui  kendala yang dihadapi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses perencanaan pembangunan di
Desa Kateng.

Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki

teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat  sebagai sumbangan
pemikiran bagi perubahan paradigma
pemerintahan desa di desa lokasi
penelitian, vyaitu Desa Kateng ke
paradigma good governance.

b. Penelitian ini diharapkan dapat
mendorong peningkatan kesadaran
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses  perencanaan pembangunan
desa.

2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis di atas,
penelitian ini juga diharapkan dapat
memberi sumbangan bagi para peneliti
yang tertarik mengambil kajian pada

manfaat praktis dan
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topik penelitian yang sama sehingga bisa
melengkapi penelitian ini.
Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Partisipasi Masyarakat dalam
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa Karang Jaya
Kecamatan Merbabu Mataram
Kabupaten Lampung Selatan yang
ditulis olen Ariya Ulva. Dalam

penelitian ini Ulva menetapkan dua
tujuan dari penelitian yang dilakukan,
yaitu: 1) untuk mengetahui partisipasi
masyarakat dalam perencanaan
pembanguna di Desa Karang Jaya
Kecamatan Marbau Mataram Kabupaten
Lampung Selatan; dan 2) untuk
mengatahui  faktor pendukung dan
faktor penghambat partisipasi
masyarakat ~ dalam melaksanakan
Musrenbang di Desa Karang Jaya
Kecamatan Merbabu Mataram
Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian
ini  sendiri  merupakan  penelitian
kualitatif ~dengan jenis  penelitian
lapangan (field research). Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan  metode  wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Sementara
metode penetuan sampel menggunakan
non random sampling. Selain itu
penelitian  ini  menggunakan  teori
partisipasi masyarakat.

2. Analisis Partisipatif Masyarakat dalam
Musrenbangdes (Studi Kasus Gampong
Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya) yang ditulis
oleh Ibnu Abbas. Tujuan penelitian ini

terdiri dari dua, vyaitu: 1) untuk
mengetahui  bagaimana  partisipasi
masyarakat Gampong

Alue Wake, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya dalam
musrenbangdes; dan 2) untuk
mengetahui kendala dalam
penyelenggaraan  musrenbangdes di
Gampong Alue Wakie, Kecamatan

Darur Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan metode pengumpulan
data menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi serta
metode penentuan informan
menggunakan purposive sampling.
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3. Proses Perencanaan Partisipatif dalam
Pembangunan Daerah di Kabupaten
Kebumen (Kajian tentang Kemampuan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah
dengan model perencanaan Partisipatif
dalam mengakomodasi Aspirasi
Masyarakat” yang ditulis oleh Isnadi.
Tujuan penelitian ini meliputi: 1) untuk
mendeskripsikan  dan  menganalisis
proses  perencanaan  pembangunan
daerah dengan model perencanaan
partisipatif di Kabupaten Kebumen; 2)
untuk mendeskripsikan dan
menganalisis kemampuan perencanaan
pembangunan partisipatif dan
mengkomodasi aspirasi masyarakat ke
dalam kebijakan pembangunan daerah
dan Kabupaten Kebumen; dan 3) untuk
mendeskripsikan  dan  menganalisis
kendala-kendala dalam proses
perencanan  pembangunan  daerah
khususnya dengan model perencanaan
partisipatif dan Kabupaten Kebumen.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode
penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset
yang sifatnya deskriptif, menggunakan
analisis, mengacu pada data, memanfaatkan
teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta
menghasilkan suatu teori. Penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati (Bogdan dan Taylor).

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus

penelitian yaitu :

1. Kesesuaian proses perencanaan
pembangunan dengan good governance
yang diadopsi dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 dan
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

* Partisipasi masyarakat desa dalam
perencanaan  pembangunan  Desa
Kateng.

* Prioritas, program, dan kegiatan dari
hasil Musenbangdes Keikutsertaan
perangkat desa dalam musrenbangdes

* Unsur masyarakat yang hadir dalam
Musrenbangdes
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2. Tipologi dan level partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan.
* Tipologi partisipasi masyarakat dalam

Musrenbangdes
* Level partisipasi masyarakat dalam
Musrenbangdes
3. Penyebab yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.

» Faktor internal yang menjadi kendala
partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di Desa
Kateng

* Faktor eksternal yang menjadi kendala
partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di Desa
Kateng

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat
dimana menjadi fokus penelitian yang akan
dilakukan  guna  memperoleh  informasi
maupun data terkait dengan permasalahan
yang akan di teliti. Adapun lokasi penelitian
yang akan diteliti adalah pemerintahan Desa
Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah.
Sumber Data
Terdapat sumber data yang akan
digunakan dalam penelitian ini menurut
Lofland (2017) terbagi menjadi dua yaitu
terdiri dari data primer dan data sekunder.
a. Data primer
Teknik pengumpulan data primer yaitu
sumber data utama yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan orang-orang yang diamati atau
wawancarai melalui catatan tertulis atau
perekaman, pengambilan foto.
b. Data sekunder
Didalam penelitian ini data-data sekunder
yang digunakan antara lain literature yang
relevan dengan judul penelitian seperti
buku-buku, artikel, struktur organisasi,
jadwal  waktu, petunjuk pelaksana,
petunjuk teknis, dan lain-lain yang
memiliki relevansi dengan masalah yang
diteliti (Moleong, 2017:158).
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data diantara dapat
melalui
1. Wawancara
Pada penelitian ini penulis melakukan
wawancara dengan Kepala desa Kateng
selaku pemimpin desa, beberapa staff
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desa Kateng dan juga bebrapa tokoh
masyarakat ~desa  Kateng  selaku
perwakilan suara dari masyarakat desa
Kateng itu sendiri.

Observasi

Observasi  atau  pengamatan  pada
hakikatnya merupakan kegiatan dengan
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Pada tahap ketiga, terdapat penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah jika tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap awal, didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

menggunakan pancaindera, bisa
penglihatan, penciuman, pendengaran,
untuk  memperoleh informasi yang
diperlukan untuk menjawab masalah
penelitian.  Hasil  observasi  berupa
aktivitas pelaksanaan pelayanan publik,
kondisi lokasi penelitian serta sarana dan
prasarana, dan kondisi proses
perencanaan pembangunan desa Secara
partisipatif dalam perspektif
3. Dokumen
Selain melalui wawancara dan observasi,
informasi juga bisa diperoleh melalui
fakta yang tersimpan dalam bentuk surat-
surat permohonan, buku registrasi, foto,
proposal inovasi, jurnal kegiatan dan
sebagainya.
Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan model
analisis interaktif Miles dan Huberman. Model
interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:
reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan ini
merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada
sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan
data dalam bentuk vyang sejajar untuk
membangun wawasan umum Yyang disebut
analisis (Idrus, 2009:148).
1. Reduksi Data
Reduksi data ialah suatu bentuk analisis
yang menajamkan,  menggolongkan,
mengarahkan, membuah yang tidak perlu,
dan mengorganisasi data dengan cara
sedemikian rupa hingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan
diverifikasi.
2. Penyajian Data
Setelah melalui tahapan reduksi data,
langkah selanjutnya yaitu menyajikan
data. Dalam langkah ini, data akan mudah
dipahami jika penyusunan data tersebut
disajikan secara terencana dan tersusun.

Seperti  dalam penelitian  kualitatif,
penyajian data dapat dilakukan dengan
cara membuat table, grafik, dan
sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan
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saat peneliti  kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan

yang dikemukakan merupakan
kesimpulan  yang  kredibel  (ldrus,
2009:151).
Pembahasan
Proses Perencanaan Pembangunan di Desa
Kateng
Era Reformasi membawa banyak

perubahan dalam tata pemerintahan. Berbeda
dengan era sebelumnya yang amat
sentralistis, era  Reformasi  membuat
penyelenggaraan negara, utamanya dalam
konteks pembangunan, menjadi
desentralistis. Perubahan ini terjadi disegala
level, baik level nasional maupun lokal.
Salah satu yang dapat dilihat mengenai
perubahan yang dibawa oleh era reformsi
adalah berubahnya kedudukan desa menjadi
otonom tidak lagi menjadi bawahan dari
kecamatan. Dengan berubahnya kedudukan
desa menjadi otonom, maka desa memiliki
kewenangan yang lebih luas. Kewenangan

desa ini dapat dilihat dalam UU No. 32

Tahun 2004 yang menyebutkan:

1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan
hak asal usul desa:

2) Urusan  pemerintah yang  menjadi
kewenangan kabupaten/ kota yang
diserahkan pengaturanya kepada desa

3) Tugas pembantuan dari pemerintah,
pemerintah provinsi, dan atau pemerintah
kabupaten/kota

4) Urusan pemerintah lainya yang oleh
peraturan perundang undangan diserahkan
kepada desa.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam
tugas  pembantuan  dari  pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten kepada desa harus disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia. Dengan demikian,
intervensi  dari  pemerintah  supradesa
semakin bisa dikurangi. Hal ini sejalan
dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana
implikasi lebih lanjutnya adalah pemerintah
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kabupaten berkewajiban memberikan
kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai
desa otonom untuk mengelola anggaran
suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta
kemandirian masyarakat dengan tetap
melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan
yang ada di masyarakat. Ini secara langsung
merubah paradigma pembangunan di desa
yang tadinya ‘“Membangun Desa” menjadi
“Desa Membangun”.

Sebagai implikasi dari diberikannya
kewenangan bagi desa untuk mengatur
anggarannya sendiri dalam rangka “Desa
Membangun”, maka desa memilik hak dan
kewajiban desa berupa pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan keuangan
desa. Pendapatan desa berdasarkan UU No. 6
Tahun 2014 Pasal 72 menyatakan bahwa
pendapatan desa bisa bersumber dari
pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian
dari hasil pajak daerah, alokasi dana desa
yang merupakan bagian dari dana
perimbangan  kabupaten/kota,  bantuan
keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan,
dan lain-lain dari pendapatan desa yang sah.

Membangun kemandirian desa dalam
paradigma Desa Membangun dimulai dari
proses perencanaan desa yang baik dan
diikuti dengan tata kelola program yang baik
pula. Dalam hal ini pembangunan desa yang
efektif dipandang sebagai hasil dari
penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan,
bukan hasil coba-coba, tetapi akibat dari
perencanaan yang baik. Sejalan dengan ini,
Yabbar dan Hamzah juga menjelaskan
perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat
melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan  sumber daya yang
tersedia.  Sementara  itu, perencanaan
pembangunan merupakan suatu  proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.
Perencanaan pembangunan desa merupakan
hal penting dalam menentukan arah dan
kebijakan pembangunan di desa karena tidak
ada pembangunan yang dapat dilakukan
tanpa perencanaan yang disusun berdasarkan
metodologi yang sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang ada.
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Perencanaan pembangunan desa
merupakan wujud dari kewenangan desa
berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa yang di dalamnya mengandung
unsur kewenangan mengatur dan mengurus
pembangunan desa. Perencanaan
pembangunan desa merupakan proses
pentahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah desa dengan melibatkan
BPD dan unsur masyarakat secara
partisipatif ~ guna  pemanfaatan  dan
pengalokasian sumber daya desa dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Hal ini sesuai dengan UU
No. 6 Tahun 2014 Pasal 79, bahwa
pemerintah desa menyusun perencanaan
pembangunan  desa  sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pentingnya desa memiliki perencanaan

pembangunan karena desa harus bisa
mengatur dan mengurus desa Sesuai
kewenangannya sebagai self governing
community.  Sebagai  self  governing
community, desa memiliki kewenangan
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa
Pembangunan Daerah  Tertinggal dan
Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 vyang
menyebutkan:

1. Kewenangan  yang mengutamakan
kegiatan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat;

2. Kewenangan yang mempunyai lingkup
pengaturan dan kegiatan hanya di dalam
wilayah dan masyarakat desa yang
mempunyai dampak internal desa;

3. Kewenangan yang berkaitan dengan
kebutuhan dan kepentingan sehari-hari
masyarakat desa;

4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa
atas dasar prakarsa desa;

5. Program kegiatan pemerintah,

pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dan pihak
ketiga yang telah diserahkan dan dikelola
oleh desa; dan

6. Kewenangan lokal berskala desa yang
telah diatur dalam peraturan
perundangundangan tentang pembagian
kewenangan  pemerinta, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan Permendes di atas, maka

dalam praktik perencanaan pembangunan
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desa, menurut Yabbar dan Hamzah, harus
didasarkan pada:

1. Pemberdayaan, vyaitu upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara;

2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan
keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses pembangunan;

3. Berpihak pada masyarakat, yaitu
seluruh  proses pembangunan  di
pedesaan secara serius memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi

masyarakat, khususnya masyarakat
miskin;
4. Terbuka, vyaitu proses tahapan

perencanaan pembangunan dapat dilihat
dan diketahui secara langsung oleh
seluruh masyarakat desa;

5. Akuntabel, yaitu proses dan tahapan-
tahapan kegiatan pembangunan dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar,
baik pada pemerintah di desa maupun
pada masyarakat;

6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi
dengan baik untuk mencapai hasil yang
optimal,

7. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan
perencanaan kegiatan sesuai dengan
potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusia yang tersedia;

8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan
tahapan Kkegiatan perencanaan harus
berjalan secara berkelanjutan;

9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup
obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan
menampung aspirasi masyarakat;

10. Proses berulang, vyaitu pengkajian
terhadap suatu masalah/hal dilakukan
secara berulang sehingga mendapatkan
hasil yang terbaik; dan

11. Penggalian informasi, yaitu di dalam
menemukan masalah dilakukan
penggalian informasi melalui alat kajian
keadaan desa dengan sumber informasi

utama dari peserta musyawarah
perencanaan.
Selanjutnya untuk melaksanakan

kewenanan lokal berskala desa sebagaimana
Permendes tersebut, maka pemerintah desa
perlu menyusun perencanaan desa Yyang
melibatkan seluruh komponen masyarakat
desa. Dari perencanaan ini nantinya akan
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menghasilkan dokumen perencanaan, yaitu
RPJM Desa dan RKP Desa. Berdasarkan PP
No. 43 Tahun 2014 Pasal 115, perencanaan
pembangunan desa menjadi pedoman bagi
pemerintah desa dalam menyusun rancangan
RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan
RKP Desa. Selanjutnya, menurut Pasal 116
dalam peraturan yang sama, dalam
menyusun RPJM Desa dan RKP Desa,
pemerintah desa wajib menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan desa
(Musrenbangdes) secara partisipatif.

Dengan demikian, bisa dikatakan
perencanaan pembangunan desa dimulai
dengan Musrenbangdes, dan dokumen-

dokumen yang memuat perencanaan dan
pembangunan desa akan berbentuk RPJM
Desa dan Rencanan Pembangunan Tahunan
Desa atau yang biasa disebut dengan RKP
Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa). RPJM Desa tersebut
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama
tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala
desa. RPJM Desa akan memuat visi dan misi
kepala desa, arah kebijakan pembangunan
desa, serta rencana kegiatan yang meliputi
penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Sementara RKP Desa
sendiri mulai disusun oleh pemerintah desa
pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan
paling lambat akhir bulan September tahun

berjalan.

Secara teknis Musrenbangdes
merupakan bagian dari proses perencanaan
pembangunan desa. Sementara, secara

konsepsi Musrenbangdes merupakan suatu
forum musyawarah yang diselenggarakan
secara partisipatif oleh para pemangku
kepentingan (stakeholders) di desa dan pihak

yang akan terkena dampak dari hasil
musyawarabh. Dengan demikian,
Musrenbangdes diselenggarakan dengan

melibatkan BPD, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh
masyarakat lainnya karena perencanaan
pembangunan dilakukan dengan menjaring
aspirasi tentang kebutuhan masyarakat desa.
Dalam penyusunan RKP Desa, guna
menjamin sinergitas dan keterpaduan, maka
proses penyelenggaraan Musrenbang harus
mengacu atau memperhatikan RPJM Desa,
kinerja  implementasi  tahun  berjalan,
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masukan narasumber dan peserta yang

menggambarkan
permasalahan  nyata  yang  dihadapi
masyarakat

Dengan  demikian, jelas  bahwa
Musrenbangdes  menetapkan  prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan

pembangunan desa yang didanai oleh APB

Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau

APBD Kabupaten/Kota. Kemudian,

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

pembangunan desa dirumuskan berdasarkan
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap
pelayanan  dasar.  Pelayanan  dasar
meliputi  pelayanan terkait dengan
pendidikan dan kesehatan;

2. Pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal
yang tersedia;

3. Pengembangan ekonomi pertanian
berskala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan

teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi; dan

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan
ketentraman masyarakat desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat desa.

Penelitian ini  sendiri memusatkan
perhatian  pada  proses  perencanaan
pembangunan desa di Desa Kateng.

Berdasarkan temuan di lapangan, proses
perencanaan di Desa Kateng untuk
menyusun RKP Desa telah dilakukan melalui
forum  Musrenbangdes.  Tahapan  ini
melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa
Kateng, mulai dari perangkat desa hingga
perwakilan masyarakat Desa Kateng turut
hadir dalam Musrenbangdes. Sesuai dengan
tujuan diselenggarakannya Musrenbangdes,
dalam tahapan ini agenda pembahasannya
adalah menghimpun aspirasi masyarakat
Desa Kateng mengenai kebutuhan dari
masyarakat Desa Kateng sendiri. Selain itu
juga pembahasan mengenai  kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu
tahun ke depan beserta anggaran dan bidang-
bidang kegiatan.

Sebagaimana umumnya Musrenbangdes,
tahapan persiapan Musrenbangdes di

Desa Kateng dilakukan dengan beberapa
tahapan sebagai berikut:
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1. Kepala Desa membentuk Panitia
Penyelenggara Musrenbang dengan SK
Kepala Desa dalam keanggotaan panitia
penyelenggara terdiri dari perangkat desa
dan LPMD.

2. Kepala Desa menetapkan Tim Fasilitator
Musrenbang Desa

3. Kepala Desa menginstruksikan Kepala

Dusun/Ruku ~ Warga (RW) dan
kelompok-kelompok  masyarakat  (
misalnya kelompok tani, kelompok

nelayan, perempuan, pemuda dan lain-
lain ) untuk  menyelenggarakan
musyawarah .
4. Penyiapan data dari Desa, Kecamatan,
dan Kabupaten/ kota.
Kemudian  setelah  tahap  persiapan,
dimulailah  pelaksanaan  Musrenbangdes.
Kegiatan Musrenbangdes ini pertama kali
dilakukan dengan Musyawarah Dusun
(Musdus) pada tingkatan perdukuhan, lalu
Musyawarah Desa (Musdes) pada tingkatan
desa, dan Musrenbangdes yang merupakan
forum tertinggi di desa. Hasil dari forum-
forum ini dapat menjadi tambahan informasi
untuk penyusunan RKP Desa di tahun
anggaran yang bersangkutan.  Dalam
penjelasannya, Kepala Desa  Kateng
menyatakan bahwa Musdus diselenggarakan
pada bulan Februari. Dalam Musdus ini
dilakukan pelaporan terkait program periode
berjalan dan penampungan aspirasi dan
masalah yang dihadapi tiap dusun. Musdes
sendiri dilaksanakan pada bulan Maret oleh
BPD dengan agenda melaporkan program
periode berjalan, membuat draft
Musrenbangdes dan melaporkan usulan yang
telah  diverifikasi. Tahap selanjutnya
dilaksanakan pada bulan April, vyaitu
pelaksanaan Musrenbangdes dengan agenda

menetapkan RKP Desa Kateng dan
menetapkan APBD Desa.
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses

Perencanaan Pembangunan di Desa Kateng

Demokratisasi di Era Reformasi tak
hanya menghasilkan otonomi daerah sebagai
wujud desentralisasi di level lokal, tapi juga
membuka ruang politik bagi warga negara
untuk bisa terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan di dalam komunitashya
masing-masing. Secara teoritis desentralisasi
ini diyakini akan menciptakan transparansi
dan akuntabilitas serta bisa menjadi modal
untuk pertumbuhan demokratisasi lokal.
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Syaratnya adalah penyelenggaraan
pemerintahan harus dilakukan secara efektif
dan efisien, artinya demokratisasi lokal
menuntut adanya praktek-praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance) dengan membuka ruang
bagi keterlibatan masyarakat. Karena itu,
dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa
pemerintahan lokal memiliki peluang besar
untuk mendorong demokratisasi mengingat
proses desentralisasi lebih memungkinkan
adanya pemerintahan yang lebih responsif,

representatif, dan akuntabel. Dengan
demikian, demokratisasi membawa
kesadaran bahwa partisipasi masyarakat

dalam pembangunan amat diperlukan untuk
mendukung keberhasilan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pembangunan Tjokromidjojo
menyebutkan setidaknya ada tiga ranah yang
bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk
berpartisipasi: 1)  keterlibatan  dalam
penentuan arah, Kkinerja dan kebijakan
pembangunan yang dilakukan pemerintah; 2)
keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang termasuk di dalamnya
adalah memikul beban dan tanggungjawab
pembangunan yang dapat dilakukan dengan

sumbangan  memobilisasi  pembiayaan
pembangunan, melakukan kegiatan
produktif, mengawasi jalannya

pembangunan dan lain-lain; 3) keterlibatan
dalam menerima hasil dan manfaat
pembangunan secara adil. Penelitian ini
sendiri fokus pada ruang pertama yakni
perencanaan di mana masyarakat diberikan
kesempatan  untuk  menentukan  arah
kebijakan pembangunan dalam konteks
pembangunan pedesaan.

Merujuk pada Pusic yang menyatakan
perencanaan pembangunan tanpa
memperhatikan partisipasi masyarakat akan
menjadi  perencanaan di atas kertas.
Pernyataan ini menunjukkan secara jelas
bahwa perencanaan yang dilakukan tanpa
memperhatikan aspirasi masyarakat yang
bisa didapat melalui keterlibatan mereka
dalam perencanaan akan menghasilkan
kebijakan yang jauh dari realitas yang

dihadapi di lapangan oleh masyarakat
sendiri. Karenanya  agar  kebijakan
pembangunan yang dikeluarkan  oleh

pemerintah menjadi tepat sasaran harus
memperhatikan aspirasi masyarakat yang
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secara berhadapan dengan masalah di
lapangan. Menurut Sigalingging ketepatan
sasaran dalam kebijakan pembangunan ini

merupakan sisi positif dari keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan karena telah  disepakati
bersama. Sisi negatifnya. Keterlibatan
masyarakat membuka ruang bagi
pertentangan  antar  kelompok  dalam

masyarakat yang menunda atau bahkan dapat
menghambat tercapainya keputusan bersama.

Salah satu tugas pemerintah desa adalah
menyusun suatu rencana pembangunan yang
akan dilaksanakan di wilayahnya, baik
pembangunan yang bersifat fisik maupun
pembangunan sumberdaya masyarakat yang
bersifat non fisik. Rencana pembangunan
desa ini didiskusikan bersama dalam suatu
forum yang melibatkan seluruh elemen
masyarakat atau tokoh masyarakat dan
organisasi kemasyarakat serta dilaksanakan
secara terbuka. Forum yang membahas

rencana pembangunan desa ini dikenal
dengan  Musrenbangdes.  Dari  uraian
sebelumnya  telah  diketahui  bahwa

perencanaan pembangunan di Desa Kateng
sudah dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai elemen masyarakat. berdasarkan
temuan di lapangan partisipasi masyarakat
sudah ada dengan hadirnya masyarakat
dalam proses Musrenbangdes. Seluruh
informan yang diwawancarai oleh peneliti
mengaku sudah pernah mengikuti
pelaksanaan Musrenbangdes untuk mewakili
kelompok sosialnya.

Lalu Getul yang mewakili kelompok
buruh  mengaku bahwa sudah pernah
mewakili kelompoknya dalam pelaksanaan
proses Musrenbangdes. Namun tampaknya
hal ini tidak dilakukan secara terus menerus.
Dia mengaku mewakili kelompok buruh
hanya sekali dalam pelaksanaan
Musrenbangdes. Tidak diketahui bagaimana
proses penunjukan dirinya untuk mewakili
kelompok buruh, akan tetapi dia menyatakan
bahwa masyarakat yang ditunjuk untuk
mewakili dalam Musrenbangdes tidak
melalui proses apapun. Dia mewakili
kelompok buruh sejak musyawarah di
tingkat RT/RW. Menurut pengakuannya
penyampaian aspirasi dilakukan dengan
menyediakan ruang bagi perwakilan dusun
sehingga usulan-usulan yang didapatkan dari
musyawarah tersebut merupakan murni
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berasal dari masyarakat sendiri. Namun dia
mengakui bahwa usulan-usulan tersebut pada
akhirnya dikerjakan secara  setengah-
setengah kalau tidak ditolak.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda juga
dinyatakan olen Lalu Subardan yang
mewakili ~ kelompok  petani.  Dalam
pengakuannya dia telah mewakili kelompok
petani dalam pelaksanaan proses
Musrenbangdes  setidaknya tiga  Kkali.
Menurutnya proses penunjukan  tokoh
masyarakat untuk mewakili masyarakat
dalam pelaksanaan Musrenbangdes tidak
melalui proses apapun, hanya inisiatif
pribadai untuk datang lasung ketempat acara
dilangsungkan.  Sebelum Musrenbangdes
dilaksanakan telah ada musyawarah ditingkat
RT/RW vyang dihadiri oleh masyarakat.
menurutnya hasil dari Musrenbangdes telah
terlaksana dengan benar. Namun menariknya
yang menyatakan Musrenbangdes belum
terlaksana secara efektif tampa mejabarkan
alasan dari kenyataanya.

Tokoh Perempuan Desa Kateng yang
mewakili kelompok PKK memiliki pendapat
yang agak berbeda. Dalam pernyataanya dia
mengaku telah menghadiri Musrenbangdes
untuk  mewakili  kelompok perempuan
setidaknya lima kali. Menurutnya
penunjukan perwakilan dilakukan dengan
menentukan lima belas kelompok di desa
dan salah satu dari anggota kelompok
ditunjuk sebagai ketua untuk mewakili
kelompoknya  masing-masing.  Sebelum
Musrenbangdes dilaksanakan ada
musyawarah ditingkat RT/RW dimana
sebelumnya juga telah ada pengumpualan
semua kadus di kantor desa. Usulan-usulan
yang didapatkan dalam  musyawarah
ditingkat RT/RW disepakati oleh masyarakat
yang hadir. Menariknya usulan-usulan
tersebut menurutnya ditentukan oleh desa.

Salah satu tokoh masyarakat, Haji Lalu
Batari juga memiliki pendapat yang menarik
terkait  partisipasi  masyarakat  dalam
Musrenbangdes di desa kateng. Dia mengaku
sudah mewakili masyarakat di dalam
pelaksanaan Musrenbangdes sebanyak tiga
kali dengan pendapat undangan lasung dari
Pemerintah Desa Kateng dia mewakili
masyarakat Dusun Ketangge Pendem yang
merupakan kampung paling Barat di desa
kateng. Dalam penjelasannya pelaksanaan
Musrenbangdes dilaksanakan bersama-sama
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masyarakat seperti kadus, aparat desa dan
setaf-setaf desa. Setiap peserta musyawarah
ditimpa untuk menyampaikan aspirasinya
yang dirasa perlu untuk memajukan desa dan
diharapakan menjadi solusi masalah yang
dihadapi masyarakat.

Lebih lanjut, dia menyatakan sebelum

Musrenbangdes dilaksanakan telah ada
musyawarah  ditingkat ~ dusun  untuk
menyampaikan aspirasi sekaligus untuk
memberitahu masyarakat bahwa
Musrenbangdes akan dilaksanakan.
Sementara dalam pelaksanaan

Musrenbangdes masyarakat memiliki hak
yang sama dalam meyampaikan pendapat
dan usulannya dan tidak ada tekanan dari
aparatur desa karena masyarakat diberikan

keleluasaan  untuk  mewakili  kampung
mereka. Usulanusulan yang disuarakan
dalam Musrenbangdes pun merupakan
usulan masyarakat sendiri yang telah

diperoleh pada musyawarah di tingkat dusun
sebelumnya. Hal ini menurutnya agar
pembangunan yang terjadi di Desa Kateng
berjalan  sesuai  keinginan  masyarakat.
namun, menurtnya Musrenbangdes masih
belum dikatakan efektif karena hasil dari
Musrenbangdes rialisasinya dilakukan secara
bertahap. Maksudnya ada kampung yang
lebih diutamakan sementara usulan dari
kampung lain tidak terlaksana.

Berbeda dengan informan lain dalam
penelitian ini, salah satu informan mengaku
belum pernah mengikuti Musrenbangdes.
TGH Lalu Solihin adalah seorang tokoh
agama yang cukup dikenal di desa kateng.
Namun, dia mengaku belum pernah sama

sekali diundang untuk mengikuti
pelaksanaan Musrenbangdes dan juga tidak
mengetahui bagaimana proses

Musrenbangdes sekali pun dia mengatakan
Musrenbangdes telah dilaksanakan.
Menariknya dia bahkan tidak mengetahui
ada musyawarah yang dilaksanakan ditingkat
RT karena tidak pernah diberitahu sebelum
kegiatan dilaksanakan. Namun sekali pun
tidak pernah mengahadiri Musrenbangdes
pendapatnya mengenai Musrenbangdes layak
untuk diperhatikan.

Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses Perencanaan Pembangunan di Desa

Kateng
Sebagaimana yang bisa dilihat dalam
pemaparan sebelumnya, partisipasi
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masyarakat telah berjalan dalam pelaksanaan

perencanaan pembangunan melalui

Musrenbangdes di Desa Kateng. Meskipun

partisipasi yang terjadi masih parsial dengan

keterwakilan yang masih sempit, akan tetapi
adanya partisipasi masyarakat ini sudah
menjadi pertanda baik yang bisa menjadi

pembuka keterlibatan yang lebih luas di

masa yang akan datang. Namun, di sisi lain

masih  sempitnya tingkat keterwakilan
masyarakat ini menjadi indikasi adanya
masalah-masalah yang menjadi  faktor
terkendalanya keterlibatan masyarakat dalam

Musrenbangdes. Ariya Ulva merangkum

beberapa dimensi yang menjadi penentu

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di desa, dimana menurutnya
setidaknya ada tiga dimensi yang harus

dinilai: 1) kemauan untuk berpartipasi; 2)

kemampuan untuk berpartisipasi; dan 3)

tersedianya kesempatan bagi masyarakat

untuk berpartisipasi. Dimensi-dimensi ini
kemudian memiliki variabel yang bisa
dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemauan untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi
ditentukan  oleh  sikap mental  dari
masyarakat, meliputi:

1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai
yang menghambat pembangunan;

2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksanan
pembangunan pada umumnya;

3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki
mutu hidup dan tidak cepat puas diri;

4) Sikap  kebersamaan  untuk  dapat
memcahkan masalah dan tercapainya
tujuan pembangunna; dan

5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas
kemampuannya untuk  memperbaiki
hidupnya.

b. Kemampuan untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi dan
kesempatan untuk berpartisipasi tidak akan
berarti jika kemampuan masyarakat untuk
berpartisipasi sendiri masih rendah.

Kemampuan yang dimaksud adalah:

1) Kemampuan untuk menemukan dan
memahami kesempatan-kesempatan
untuk membangun atau pengetahuan
tentang peluang untuk membangun atau
memperbaiki mutu hidupnya;

2) Kemampuan untuk melaksanan
pembangunna yang dipengaruhi oleh
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tingkat pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki; dan

3) Kemampuan untuk memecahkan masalah
yang dihadapi dengan menggunakan
sumberdaya dan kesempatan Yyang
tersedia secara optimal.

c. Kesempatan untuk berpartisipasi

Kesempatan yang dimaksud di sini

meliput:
1) Kemauan politik dari penguasa untuk
melibatkan masyarakat dalam
pelaksanaan  kemauan politik  dari

penguasa untuk melibatkan masyarakat
dalam pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan
pembangunan, sejak di tingkat pusat
sampai di jajarkan birokrasi yang paling
bawah;

2) Kesempatan untuk memperoleh informasi
pembangunan;

3) Kesempatan memanfaatkan dan
memobilisasi sumberdaya (alam dan
manusia) untuk pelaksanaan
pembangunan;

4) Kesempatan untuk memperoleh dan
menggunakan tekhnologi yang tepat
termasuk peralatan/perlengkapan
penunjanganya;

5) Kesempatan untuk berorganisasi,
termasuk  untuk  memperoleh  dan
menggunakan peraturan, perizinan dan
prosedur kegiatan yang harus
dilaksanakan;

6) Kesempatan mengembangkan

kepempinan yang mampu menumbuhkan,
menggerakan dan mengembangkan serta
memelihara partisipasi masyarakat.

Di Desa Kateng, kendala yang dihadapi
tampaknya merupakan perpaduan dari ketiga
variabel ini. Berikut kendala yang ditemui
oleh peneliti di lapangan:

1. Kendala Kultural

Kenadala upaya pemberdayaan dan
meningkatkan partisipasi warga komunitas
juga pada dasarnya dapat ditelaah dari
demensi struktural-kuntural. Demensi
struktural ~ bersumber  terutama  pada
struktural sosial yang berlaku dalam suatu
komunitas. Sedangkan demensi kuntural
adalah sikap pasrah dari angota komunitas
karena terjerat dalam berbagai macam
kekurangan sehingga warga komunitas
terlinat tidak memiliki inisiatif, gairah dan
tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka
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yang kurang baik. Demensi struktural-
kuntural mengadung makna berlakunya
hubunganhubungan sosial dan interaksi
sosial yang khas dalam komunitas yang
mengakibatkan berlasungnya suatu
kebiasaan yang dapat ‘membius’ dan
membatasi inisiatif dan semangat warga
komunitas untuk berkembang. Berlasungnya
sikapsikap yang pasrah, kurang kreatif,
inisiatif dan berani dalam masyarakat secara
langsung atau tidak langsung dapat
mengekalkan  bentuk-bentuk dan sifat
hubungan sosial yang khas dalam komunitas.

Dalam kondisi komunitas di pedesaan
(rural communities) yang masih cendrung
tradisional, hubungan sosial yang khas
tersebut dapat dilihat dari ikatan patron-
client yang menjiwai kehidupan dan
komunitas tersebut. Biasanya kehidupan di
komunitas tersebut ditandai dengan tahap
transisi dari keadaan yang bersifat komunal
tersegmentasi ke arah  asosiasional-
terintegrasi. Dalam tahap transisi tersebut
perlakuan khusus pada warga komunitas
diperlukan supaya proses transformasi
struktural-kultural dapat berjalan dengan
baik. Untuk itu, figur pemimpin lokal baik
formal maupun informal sangat diperlukan
dan menepati posisi kunci. Dalam kondisi
seperti ini secara tidak lasung cenderung
mematikan aspirasi dan partisipasi warga
komunitas. Di sisi lain, elite komunitas
dituntut  perannya untuk  melakukan
perombakan struktur komunitas jika ingin
melakukan perombakan ditingkat komunitas
ke arah kemajuan.

Kenadala struktural-kultural tersebut di
atas diperkuat dengan gejala menurunnya
‘moralitas’ warga komunitas terhadap nilai-
nilai komersial. Gejala ini
menggelapkan gagasan-gagasan yang semula
rasional, yang menolong warga komunitas
menjadi ide yang irrasional yang bertumpu
kepada kepentingan pribadi yang menguat.
Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa
praktek penurunan moralitas dialami di
berbagai komunitas. Efeknya lebih tampak di
satu komunitas yang mulai berorientasi
pasar. Efek ini tentu akan semakin negatif
apabila dikaitkan dengan hubungan patron-
client yang kini cendrung bersifat essplotatif.
Sebagai tindakan awal dapat dimulai dengan
satu upaya yang agak berbau jargon dan
retorik, dengan tujuan menyadarkan warga
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komunitas akan hak dan kewajibannya.
Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan
upaya membentuk suatu kelembagaan yang
berbasis moral dan aktif menampung
kebutuhan, aspirasi, perasaan dan kekuatan

warga komunitas yang kemudian
dimanifestasikan dalam aksi pengembangan
masyarakat ~ yang  kongkirt.  Dengan

mempertimbangkan aspek ini, pemberdayaan
dan peningkatan partisipasi bermakna
penting, kehidupan warga komunitas akan
semakin kokoh, dan tidak rentan terhadap
kebijakan  eksternal yang cendrung
merugikan warga komunitas. Upaya seperti
ini perlu didukung dengan kebijakan-
kebijakan yang bias terhadap masyarakat
lokal dan warga komunitas.

2. Rendahnya Pendidikan Masyarakat

Kurangnya pendidikan masyarakat juga
menjadi faktor penting yang menentukan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan. Hal ini didasarka pada asumsi
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
sebuah masyarakat maka semakin besar pula
kesadaran terhadap lingkungannya dan daya
kritis yang ia miliki untuk memperbaiki
masalah-masalah  yang ada  disekitar
lingkungannya. Begitupun sebaliknya jika
sebuah masyarakat memiliki pendidikan
yang rentang maka masyarakat tersebut akan
memiliki tingkat kesadaran yang redah
terhadap  kondisi  lingkungannya dan
cendrung untuk sekedar mempercayakan
segala pengambilan  keputusan  terkait
pembangunan masyarakat hanya kepada
pemerintah.

Di Desa Kateng tingkat pendidikan
masyarakat menurut data yang ditemukan
dilapangan dan melalui hasil pengamatan
bisa dikatakan relatif rendah. Rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat ini kemudia
diperparah oleh budaya patron yang memang
masih kental di wilayah perdesaan lombok.
Akibatnya masyarakat dalam perencanaan
pembangunan cendrung untuk menyerahkan
peran pengambilan  keputusan terkait
pembangunan hanya pada pemerintah dan
segelintir elit desa. Hal ini menjadi kendala
yang cukup serius dalam perencanaan
partisipatif  karena segala hal terkait
pembangunan hanya ditangan segelintir
masyarakat yang belum tentu memahami
betul permasalahan yang hadapi masyarakat
sehari-hari. Sementara masyarakat yang
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memiliki pendapat yang berbeda juga merasa
sungkang untuk mengeluarkan pendapat
yang bersebrangan dengan elit desa.
3. Kurangnya Sosialisasi Pada

Persiapan Musrenbangdes

Dari hasil wawancara dengan berbagai
nara sumber sebelumnya diketahui adanya
kecendrungan kurangnya sosialisasi yang
dilakukan oleh pemerintah desa kepada
masyarakat terkait agenda perencanaan
pembangunan melalui Musrenbangdes. Hal
ini dapat dilihat dari adanya narasumber
yang mengaku tidak tahu kapan dan bagai
mana proses Musrenbangdes dilakukan.
Kurangnya sosialisasi ini semakin membuat
tumpulnya kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan
Musrenbangdes. Dan akhirnya kurangnya
sosialisasi ini membuat kehadiran
masyarakat  di dalam  pelaksanaan
Musrenbangdes menjadi relatif rendah.
4. Keterampilan Komunikasi Masyarakat

yang Masih Terbatas

Kurangnya ketrampilan  komunikasi
masyarakat terkait erat dengan tingkat
pendidikan  masyarakat. Musrenbangdes
sebagai forum yang dimaksudkan untuk
menjadi  wadah  penyampain  aspirasi
masyarakat tentu sangat membutuhkan
ketrampilan komunikasi sementara jika
ktrampilan komunikasi masyarakat masih
rendah tentu akan menajadi penghambat
jalannya Musrenbangdes karena masyarakat
tidak akan bisa menyampaikan kepentingan
mereka dengan benar jika mereka masih sulit
untuk membahsakannya. Hal ini akan
berakibat pada terjadinya kesalah pahaman
dalam memaknai kepentingan yang hendak
disampaikan oleh masyarakat dan pada
gilirannya asprasi yang hendak disampaikan
tidak didengarkan dan tidak dimasukkan
sebagai program pembangunan desa. Selain
itu ketrampilan komunikasi juga akan
menghasilkan program yang tidak tepat

Tahap
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Musrenbangdes dan prosesnya telah
memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi sesuai dengan prisip
tata pemerintahan yang baik.

2. Partisipasi masyarakat di Desa Kateng
dalam perencanaan pembangunan hanya
sampai pada level partisipasi parsial
dengan tingkat terwakilan yang masih
sempit kendati pengambilan keputusan
telah dilakukan secara bersama-sama.

3. Hambatan-hambatan dalam partisipasi
masyarakat di Desa Kateng umumnya
terjadi karena kurangnya sosialisasi dari
pemerintah desa sehingga masyarakat
tidak mengetahui mengenai agenda
Musrenbangdes dan tidak mengetahui
proses Musrenbangdes itu sendiri. Selain
itu  hambatan juga muncul dari
masyarakat yang umumnya masih
berpendidikan rendah dan memegang
teguh budaya patron di Desa Kateng.

Saran

1. Pemerintah Desa Kateng hendaknya
melakukan sosialisasi lebih giat agar
masyarakat memiliki kesadaran mengenai
pentingnya Kketerlibatan mereka dalam
perencanaan pembangunan di desa.

2. Pemerintah Desa Kateng hendaknya bisa
meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia di Desa Kateng melalui berbagai
pelatihan agar masyarakat Desa Kateng
bisa lebih trampil dalam berkomunikasi.

3. Masyarakat hendaknya lebih memiliki
kesadaran  dan  keberanian  untuk
menyampaikan aspirasi mereka sekalipun
bertentangan dengan pendapat elit desa
untuk mengurangi kentalnya budaya
patron di Desa Kateng.
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